PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 10 TAHUN 1959
TENTANG
LARANGAN BAG USAHA PERDAGANGAN KECI L DAN ECERAN YANG BERSI FAT
ASI NG DI LUAR | BU KOTA DAERAH SWATANTRA TI NGKAT | DAN Il SERTA
KARES| DENAN

Presi den Republik I ndonesi a,

anlnbang
bahwa dal am rangka nel aksanakan | ndonesiani sasi usaha-usaha
per dagangan pada umummya dan sosi alisasi aparatur distribus
pada khususnya, sesuai dengan perkenbangan usaha-usaha
nasi onal dan dengan program Kabinet Kerja dianggap perlu
nmenet apkan per at ur an t ent ang usaha- usaha per dagangan
keci | / eceran bangsa asi ng;

b. bahwa perlu dianbil [|angkah-1angkah yang konkrit kearah
pel aksanaan politik, sebagainmana digariskan dalam Amanat
Presiden pada hari peringatan ulang tahun ke-XIV Prokl anmasi
Kener dekaan | ndonesia pada tanggal 17 Agustus 1959, nengena
di mobi I i sinya nodal dan tenaga yang bercorak progressif dan
yang akan dii kut sertakan dil apangan penbangunan;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Bedrijfsregl ementerings-Ordonanti e 1934;

3. Peraturan Penerintah No. 1 tahun 1957,

4. Surat Keputusan Bersanma Menteri Perindustrian dan Menter
Perdagangan No. 2077/ MPerin. tanggal 3 Septenber 1957,
2430/ M Per dag.

5. Undang- undang No. 79 tahun 1958;

6. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 2933/ M tanggal 14 Mei

1959;
7. Pengumuman Penerintah No. 1 tanggal 2 Septenber 1959;
Mendengar : Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 3 Nopenber

1959;
Memut uskan :
Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang - |arangan bagi usaha perdagangan keci
dan eceran yang bersifat asing diluar Ibu Kota Daerah Swatantra
tingkat | dan Il serta Karesidenan.
BAB |

DEFI NI SI PERUSAHAAN PERDAGANGAN KECI L/ ECERAN ASI NG
Pasal 1

Yang di maksud dengan "perusahaan perdagangan kecil dan eceran yang
bersifat asing" dalam Peraturan Presiden ini ialah perusahaan-
perusahaan yang dikenakan |arangan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri  Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M yaitu
per usahaan- per usahaan yang :



1. mencari keuntungan dari penbelian dan penjual an barang tanpa
mengadakan per ubahan tekni s pada barang itu;

2. nmel akukan perdagangan penyebaran, vyaitu nenjadi penghubung
terakhir untuk nenyanpai kan barang-barang |angsung kepada
konsunen;

3. mel akukan perdagangan pengunpulan, vyaitu nenbeli barang-

barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada

al at-al at perantara sel anj utnya yang :

a. tidak dimliki ol eh warga-negara |ndonesi a,

b. ber badan hukum atau berbentuk hukum |ain, yang seorang
atau beberapa orang penmegang sahammya atau pesertanya
bukan warga-negara |ndonesia, dengan pengertian bahwa
per usahaan- perusahaan yang nenberi jasa dengan nenerina
penbayar an di kecual i kan dari ketentuan tersebut diatas.

BAB | |
LI KW DASI PERUSAHAAN PERDAGANGAN KECI L/ ECERAN ASI NG

Pasal 2

Per usahaan- per usahaan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat
asing yang terkena |arangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Per dagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M sudah harus tutup
sel anbat - | anbat nya pada tanggal 1 Januari 1960, dengan catatan

1. bahwa terhitung nulai tanggal berlakunya Peraturan Presiden
ini dianbil |angkah-Iangkah kearah 1|ikw dasi perusahaan-
per usahaan ter maksud;

2. bahwa ketentuan tersebut tidak berarti bahwa orang-orang asing

yang Dbersangkutan harus neninggal kan tenpat tinggal nya,
kecual i kal au Penguasa Perang Daerah ber hubung dengan keadaan
keamanan nenet apkannya.

Pasal 3

Kepada perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 diberi ganti
kerugi an, vyang jum ahnya ditetapkan dengan nmengingat kel azi man
setenpat oleh suatu panitia, yang dibentuk oleh Kepala Daerah
tingkat Il (Bupati) yang bersangkutan dan yang terdiri dari Canmat
(Asi st en-Wedana) yang ber sangkutan sebagai ketua, B.O D.M setenpat
dan orang-orang yang ditunjuk ol eh Jawat an Per dagangan Dal am Neger
dari Departenen Perdagangan dan Jawatan Kooperasi dari Departenen
Transm grasi, Kooperasi dan Penbangunan Masyarakat Desa atau ol eh
i nstansi -instansi didaerah yang dikuasakan oleh kedua Jawatan
t ersebut sebagai anggot a- anggot a.

Pasal 4

(1) Ganti kerugian termaksud pada pasal 3 diberikan kepada
per usahaan- per usahaan tersebut pada pasal 2 dal am bent uk
a. uang tunai; ataupun
b. pi nj aman.

(2) Jumah uang tunai dan pinjaman tersebut pada ayat (1) pasa
ini ditetapkan dengan nengi ngat nodal perusahaan tersebut pada
pasal 2, baik yang berupa uang, nmaupun barang dagangan,
bangunan dan kekayaan |ainnya, yang secara sukarela dapat



di pergunakan ol eh organi sasi yang ditunjuk untuk neneruskan
usaha dagang kecil dan eceran setenpat.

(3) Pinjaman termaksud pada ayat (1) dan (2) pasal i ni
di per kenankan untuk jangka waktu sel anbat -1 anbat nya satu t ahun
dan dengan bunga sebanyak-banyak 9% setahun, segala sesuatu
menur ut pedoman- pedonan yang di beri kan ol eh Jawat an Kooper asi .

BAB |11
PEM NDAHAN HAK DAN TEMPAT PERUSAHAAN- PERUSAHAAN
PERDAGANGAN KECI L/ ECERAN ASI NG

Pasal 5

Pem ndahan hak perusahaan-perusahaan ternmaksud pada pasal 2 kepada
pengusaha- pengusaha nasional atau pem ndahan tenpat dagang kecil
dan eceran ol eh perusahaan-perusahaan ternmaksud pada pasal 2
ket enpat baru harus dil akukan dengan ijin Jawatan Perdagangan Dal am
Negeri .

Pasal 6
Yang di perkenankan nenerima pem ndahan hak dan yang ditunjuk
nmengi si tenpat dagang kecil dan eceran yang terluang ternaksud pada
pasal 5 ialah pengusaha-pengusaha nasional yang nenyusun
or gani sasi nya atas dasar kooperasi .

Pasal 7

Usaha dibidang kooper asi guna nenanpung pekerj aan-pekerj aan
termaksud pada pasal 6 dil akukan dengan jal an sebagai beri kut

a. menper gunakan kooperasi yang tel ah ada;

b. menyusun kooperasi baru di nana bel um ada kooper asi ;

C. nmengor gani si r war ung-war ung/ t oko-t oko yang telah ada nenjad
kooper asi ;

d. mengadakan pil ot proyect pertokoan di kecamatan, yang akhirnya
har us di senggar akan ol eh suatu organi sasi kooper asi .

Pasal 8

(1) Jika sesuatu tenpat belum terdapat suatu kooperasi, nmaka

sanbi | menunggu terbentuknya organisasi tersebut, Canmat

(Assi sten-Wdana) dengan bantuan B.OD.M nenbentuk suatu
panitia, yang terdiri dari Kepala desa yang bersangkutan
sebagai ketua dan dua atau beberapa orang penduduk desanya
sebagai anggot a- anggot a, untuk nenerinma pem ndahan hak
dan/ atau neneruskan usaha dagang kecil dan eceran termaksud
pada pasal -pasal 5 dan 6.

(2) Segera sesudah terbentuk suatu kooperasi, maka panitia
termaksud pada ayat (1) pasal ini nenyerahkan pekerjaannya
kepada organi sasi tersebut, sedang panitia sendiri kemnudi an
di bubar kan ol eh Camat. (Assisten-Wadana) yang ber sangkut an.



Pasal 9

(1) Tenaga-tenaga dari perusahaan-perusahaan ternmaksud pada pasal
2 yang telah ditutup sedapat-dapatnya diturut-sertakan secara
sukarel a sebagai pegawai dal am organi sasi - organi sasi set enpat
t ermaksud pada pasal -pasal 6, 7 dan 8.

(2) Penampungan tenaga-tenaga ternmaksud pada ayat (1) pasal ini
di | aksanakan secara bijaksana dengan neperhati kan segi-seqgi
peri kemanusi aan.

(3) Dalam nel aksanakan usaha tersebut pada ayat-ayat yang
terdahul u pasal ini harus dihindarkan perbuat an-perbuatan atau
ti ndakan-ti ndakan yang dapat nengeruhkan suasana di daerah-
daer ah yang ber sangkut an.

Pasal 10

Pedagang- pedagang besar dan pedagang- pedagang perantara diwajibkan
secar a berangsur-angsur sebelumtanggal 1 Januari 1960 nenghenti kan
penyal uran barang-barang kepada perusahaan-perusahaan ternaksud
pada pasal 2 dan harus nem ndahkannya kepada pengusaha-pengusaha
nasi onal setenpat termaksud pada pasal - pasal 6, 7 dan 8.

BAB | V
KETENTUAN- KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 11

(1) Menteri Mida Perdagangan dinmana perlu bersama-sanma dengan
Ment eri Muda Transm grasi/ Kooper asi / Penbangunan Masyar akat
Desa nengatur |lebih lanjut pelaksanaan ketentuan-ketentuan
dal am Peraturan Presiden ini, dan berhak nmengadakan perat uran-
per at uran khusus unt uk daer ah-daerah yang di pandang per| u.

(2) Instansi Penerangan Penerintah nenberi kan penerangan sel uas-
| uasnya guna nenyadarkan rakyat akan kepentingan nelakukan
usaha dagang kecil| dan eceran setenpat dengan ber kooperasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Presiden ini dinamakan "Peraturan Pedagang Kecil dan
Eceran" atau dengan singkat "P.P.K E', yang mul ai berl aku pada har

di t et apkannya dan nenpunyai daya surut sanpai tanggal 10 Juli 1959.
Agar supaya setiap orang nenget ahui nya, nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dalam Lenbaran-Negara
Republ i k | ndonesi a.



D tet apkan di Jakarta

pada tanggal 16 Nopenber 1959

Presi den Republik I ndonesi a,
SCEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopenber 1959.
Ment eri Muda Kehaki man,
SAHARDIO
CATATAN
Kut i pan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DI CETAK ULANG
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